LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAFRAH TINGKAT 11 SEMARANG

NOMOR : 5 TAHUN : 1983 SERI : D  NOMOR : 2

PERATURAN DABRAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT XL SEHARAHG
NOMOR : 2 TARUN 1983
" TENTANG

SUSUNAN URGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
KELURAHAN .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA _
BUPATI XKEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Henimbang. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran
penyelenggarasn Pemerintahan secara ber-
daya guna dan berhasil guna sesuai dengan.
perkembangan Pemerintahan, maka sebagai pe
laksanaan Pasal 23 ayat (3) Undeng~ undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Dg
sa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabu
paten Deerah Tingkat II Semarang tentang

~ Susunzfi Organisasi - dan Tata.Kerja Pemarin-
tahar Kelurahan,

Mengingat: 1. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974  ien-
. s ta§8 Pokok~pokok Pemerintahan di Daerah;
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2.

3.
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P

7

Undang-andang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah~daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Java  7

¥ - Tengah 3

Undang—undang Nomor 5 Tahun 19?9 ten-
tang Pemerintahan Desa ;

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980
tentang Penyempurnaan dan Peningkatan

fungsi Lembaga Sosinl Desa (LSD) men-
jadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
( LKMD } ; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoxr 2
Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentuken,
Pemecahan, Penyatuan dan Fenghapusan -
Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
44 Tghun 1980 tentang Pedoman Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah -
Kelurabhan ;

Instruksi Gubernur Kepala Daserah Ting
kat I Jawa Tengah Nomor 188,5/132/1981
tanggal 25 April 1981 tentang Pelaksa-
naan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam
Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang

“undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Peme

rintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat I1 Semarang.

MEMUTUSKAN

 Menetapken: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -

1Y

SEMARANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KkRJA PEHERINTAHAN KELURAHAH._

510




(1)

e

‘8. Kepala Kelurahan .
b, Sekretaris Kelurahan
. 6. Kepala-kepzla Urusan ;

_.y; B A B 1 s
XETENTUAN uuun

. Pasal 1

.-Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dsnbanoiﬂgj

Republik Indonesia yang terdiri dari Prasiden":
beserts Pembantu-pembantunya ;

"b. Bupatl Kepala Dasrah adalah Bupati Kapala Dae.;
rah Tingkat 11 Sewarang .

oleh sejumiash penduduk yeng mempunyal organi-
sasl pemerintshan terendah langsung  dibewah
Camat, yang tidak berhak menyslenggarakan run.
nah tangganya sendiri ; :

napn pemerintahan Kelurahan.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan organisesi Pemerintah Kelurshan terdiri
atas @ ' 2

[ 1}

d. Kepala-kepala Lingkungan.

(2) Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Ke'g=“ 

lurahan yang bersangkutan,

Jumlah Urusan terdiri dari sedikit—dikitnya tiga g
‘Urusan yaitu : - 4.0, S S
@+ Urusan Pemerintahan ; * L T

BE

'a. Pomerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan - .

c. Kelurshen adalab susts Hllayah yang ditampazif"

d. Lingkungan sdalah bgglan Wilayah dalam Kelu =  :f
rahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksauﬁ..




"'b. Urusan Parokononian dan Pamhnngunnn 3
¢+ Urugan Keuangan dan Urusnn Umum 5

dan sebanyak-banysknya terdiri dari iime Urusan .
'yaitu : .

8. Urusan Pemerintahan $

b. Urusan Perekonomian dan Pambangunan -
‘¢. Urusan Kesejahteraan Rakyat 1

d. Urusan Keuangan ;

6. Urusan Unum,

(8 Bhgan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurshan se-
bagaimena tercantum dalsam Lampiran Peraturan Deae
. wah ini,

3AB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kspala Kelurahan

Pasal 3

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang Dberada
langsung dibawah Camat dan di dalam melaksanakan tu-
. gasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala -Daerah
fmelalui Canat.

PR U S ‘ﬁf.*"\ r Yo ek . i _ :
Kapala Kelurahan mampunya: tugas sebagal penyelengga-

~ ra dan penanggung jawab utams di bidang pemerirntahan,

pembangunan dan kemasyarakatan delam rangka penyeleng

- garasn urusan: ‘pemerintahan Dasrah, urusan pemerintah-

an umum termasuk pembinaasn ketentraman dan ketertiban
-sosual dengan peraturan perundang-undangan ysng ber -

Yaku.

: Pasal 5 _
‘Untuk menyelenggarakan tuges tersebut dalam Fasal 4

a~

_5a2 ’




Peraturan Daerah ini Kepala Kalnrahan mempunyai an55 ?
si o

‘B Henggarakkan partisipasi masyarakat 3

b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;

 ¢. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerin

tehan Xelurahan ; .

-~ d. Melaksanakan' tugas yang menjadi tanggung jnwabnyaHJ

dl bidang pembangunan dan kemasyarakatan 3
e. Melaksanskan tugas-tugas dalam rangka pambinaan -
ketentraman dan ketertiban.

Bagian Kedua
Sakretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tuges menyelanggara"— :_
kan pembinaan administrasi peweriniahan Kelurahan -

_dan memberikan pelayanan Staf kepada Kepala Kelurah-

an.
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 6

Peraturan Daerah ini Sekretaris Kalurahan 'mampunyai

fungsl : _

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan
laporan.

b. Melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintahan,
urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan, .

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Ke :
pala Kelurahan. apabila Kepala Kelurahan berhalangan -
melaksanakan tugasnya, i 42

Bagian Ketiga
Kepala Urusan

Pasal 9

' Kepala»Urusan-mempunyai tugas melaﬁsaﬂakan UruSgh-ufqg
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'7'_.an yang maandi bidang tugasnya. N
L - _Pasal 10

3hi:Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 9 Per-

‘aturan Daerah ini, Kepala Urusan mempunyai fungsi pe-.
: 1ayanan gtaf sesuai dengan bidang tugasnya, - e

Baglan Keempat
Kepala-kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyal tugas melekssnakan tugas
Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanys.

IPasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 11 Per-
- aturan Daerah ini, Kepale Lingkungan mempunyai fungsi
‘membantu - pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wi-
layah kerjanya. . ;

BAB IV
TATA KERJA
Pasnl 13

(D Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintah
Kelurahan menerapikan prinsip-prinsip koordinasi '
integrasi dan sinkronisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnys sebagaimana 'dimaksud
; dalam ayat (1) Pasal ini :

 a. Sekretaris Kelurshan bertanggung jauab kepada
. Kepala Kelurahan ;
.b. Xepala Lingkungan bertanggung jayab kepada Ke
pala Kelurahan ;
c. Kepala Urusan bertanggung jaxab kepada Sekretg
ris Kalurahan.

Pasal 14 N _
”ﬁ&Lax menjalanggﬁ"tugas dah keﬁajibanfsebaggiﬂ{ pe~

5h




gung jawab utama dibidang pambangunan,.xepala
rahan &ibantu oleh Lembaga Ketahenan Masyarakat

G

BAB v

"PEEUTUP
Pagal 15

. tentuan yang mengatur mengensai Susunan Organisasi -
dan Tata Kerja Femerinteh Kelurahan dan ketentuan-keg
tentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Dae-
rah ini dinyetakan tidak berlaku.

Pasal 16

Halw-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 4ini
‘akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daersh.

Pasal 17

Peraturan Daersh ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkanc :
| Ungaran, 7 Pgﬁruari 1983.- -
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT = BUPATI KEPALA DAERAH
' DAERAH XABUPATEN DAERAR © TIN XKAT II SEMARANG,
TINGKAT II SEMARANG ' ' o
- KETUA, _
ttd, ttd,

( ISMOYO HADISOEMARTO ) (Ir;somsnane MARTOSISW0J0)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kapa-

: Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maks semus kg- -

la Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Juli. 1983- 5

Nomox 188 3/132/1983¢| -
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. Mundnnskan Dalm ‘Lembaran Daenh Kabupatan Dae~
. rah Tingkut 11 Semarang Homr 5 !‘angsal 22 Amtu. ;
1983 Sari D-Nomor 2.

Pi. Sokretaria ﬁilayah/l}aerah i

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP, 01002674%.
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AHPIRAN PERATURAN DAERAH xaawwm DAERAH TINGKAT 3:1
- SEMARANG |

NOMOR :.2 TAHUN 1983
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAR TATA KERJA PEMEHIHTAHAH
KELURAHAR

BﬁGAH SUSUNAN ORGANISASI PBMERINTAH KELURAHAH

KEPALA KELURAHAN

SEKRETARIS KELURAHAN

KEPALA URUSAR

L }
>
/'/. '
KEPALA LINGKUNGAN ’//
P A
[ 2l
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